PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

NOMOR : 30 TAHUN 199¢

SUKOHARJO

'TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA

’ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI UEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Men imbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1982
tentang Retribusi ijin Tempat Usaha
vang diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 1983 Seri B Nomor 1,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dewasa ini;
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X

. _— j Datn 4
h. bhalwn schubungan dengan 1tu ‘frdtupar
. C i - i

Daerah *orsebut diatas perlu  dj.
dan diganti dengan Peraturan
baru.

. ;!,l")]J t
Daer,

—Y

ingat . Undang-undang Nomor 5 Tahup 1974 ten.
Menging tang  Pokok-pokok  Pemerintahan di
Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 195
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kahy-
paten dalam Lingkungan Propinsi Jaws

Tengah;

3. Hinder Ordonansi Gangguajl Sthl Tahuy
1926 Nomor 226 yang telah diubah dan

ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomgy
14 dan 450;

4. Undang-undang 12/Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah;’

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentarng
Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Me-
ngenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-

pUﬂgUtgn dan Jangka Waktu terhadap
Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan:
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‘ ],q@t,u'illml Dewan Perwaki
el '

Dalam Pera

.

X
g v

ctaPE% T RAT T SUKOHARJO

. ) “[} ”" a7 ”
Tingkat [T Sukohar i tkya Uiy

"}l ;'-!'i,l;

all ﬁ_h
nf naelt
D

3

MEMUTUSEK,y,

/

TENTANG 115 a0
USAHA NTANG 1.1y TEMPAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

turan Daerah ini yang dimaksud dengan :

rintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

pupati Kepala Daerah -adalah Bupati Kepala Daerah
ringkat II Sukoharjo;
‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakil-
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo; .

. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat

_Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

+ Camat adalah Camat se-Kabupaten Daera

. Bagian Perekonoian adalah Bagian Perekonomian! pada

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I1 Sikoharjo;

. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat

Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
h Tingkat Il

Sukohar jo;

Kepala Desa/Kalurahan adalah Kepala Desa/ Kalur
Se-kabupaten Sukoharjo;

ahan
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{. Tempat Usaha adalah Tempat melakukan usahg Yang
* dijalankan secara teratur dalam suatu bidang Usah,
tertentu dengan maksud mencari keuntungan; ‘

j. 1jin Tempat Usaha adalah Ijin yang dibe/f'ikan bagi
tempat usaha berdasarkan Pasal 1 aya‘l; |. .ﬂ Undang,,
undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 jo Stbl Typ,
1940 Nomor 14 dan 450; |

k. Retribusi adalah Pemasukan uang bagi Daerah karena
pemberian Ijin Tempat Usaha (HO) oleh Bupati Kepal,

Daerah;

1. Perusahaan adalah semua Jjenis usaha dalam Wilay,,
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang untyk
menjalankannya berdasarkan Undang-undang Ganggyay
wajib memiliki Ijin Tempat Usaha;

m. Ijin adalah Ijin Tempat Usaha yang lazimnya disebyt
HO.

n. Lokasi adalah tempat berdirinya perusahaan yang
telah sesuai dengan letak tempat.

BAB II
TEMPAT USAHA

Pasal 2

(1) Setiap .empat usaha dengan jenis usaha sebagaimana
dimaksud di dalam Undang-undang Gangguan (Hinder
Ordonansi Stbl. 226 Tahun 1926) yang terletak di
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo, harus menda-
pat Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Pemilik ijin tempat usaha. tidak mengurangi kewaji-
ban untuk memenuhi ketentuan perijinan lain yang
berlal«;u, seperti Persetujuan Prinsip, Ijin Banguna!
dan Ijin Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
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BAB 111

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN TJIN

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan Ijin Tempat Usaha, yang berke-
pentingan (Perorangan/badan hukum) menga jukan per-
mohonan dengan mengisi formulir permohonan yang
disediakan oleh Bagian Perekonomian. N

(2) Untuk mendapatkan formulir ctersebut ayat (1) pasal

ini pemohon dikenakan pengganti ongkos cetak sebesar
Rp. 500,- (lima ratus Rrupiah).

Pasal 4

(1) Pada formulir Permohonan dimaksud Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Daerah ini dilampirkan keterangan-ke -
terangan :

a. Salinan/foto copy KTP yang yang diketahui Kepala
Desa/Kelurahan dan Camat yang bersangkutan baik
untuk Warga Negara Indonesia (WNI) asli dan atau
Warga Negara Indonesia Keturunan,

- Dengan melampirkan Bukti Kewarganegaraan dan
CGanti Nama;

~ Foto copy Perlunasan PBB

- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
mencari Ijin Tempat Usaha.

b. Apabila pemohon berbentuk Badan Hukum Permohonan
dilampiri Foto Copy Akte Pendiriannya;

c. Keterangan yang jelas tentang Letak Tempat Usaha
yang dimohonkan ijin Tempat Usaha yang dilampiri
gambar denah dengan dicantumkan ukurannya dan

R e o et
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. ' { ' l "“/'((1l||r'4’lllzlll (Il’l,l (.
. AT H . ('l] k(")l‘ll‘ ]( )

getempats

ill[l;”

i. Daftar peralatan kerja yang “k“r'.”]D“PHUHML”
afte . ! g Hipergung,
- beserta ]i(qﬂlﬂi‘llt—k(q(HFlLdlﬂlyfl yang diketah; ol
\.""\ - L} ‘-l - Sl ’ l": |
Dinas/Instansi yang horwenang

e. Bukti pemilikan tanah yang sah atau perser,
R pcﬂﬁllik tanah berupa gortifikat atau bukt
nya yang sahj

Jua i
] Pl

f. Surat pernvntuan tidal keberatun/knhcrnLancmr]
tetangga ;
Salinan/foto copy ljin lokasi/persetujuan prip.

sip dan Ijin Bangunan yang disyahkan oleh Bupat;
Kepala Daerah;

7o)
A

h. Daftar jumlah tenaga kerja.

(2) Bagi perusahaan Industri Kkhusus, harus memenuhi
stan dart kualitas air buangan, asap industri serta
kebisingan sesuai dengan ketentnan yang berlaku

(3) Formulir permohonan tersebut Pasal 3 ayat (1) yang
telah diisi dan ditanda tangani oleh pemohon dike-
tahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta lampir-
an-lampirannya dikirim ke Bagian Perekonomian.

BAB 1V
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 5

(1) Bupati Kepala Daerah membentuk Tim Pemeriksa Tempd!
Usaha dengan menyebutkan susunan personalia, U(UB"
d an pembiayaannya;
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. Kepala Dacrah gete:
atl Ke e . setel ah me
12 1a Bagis Spele Ndayy,
» UL kepala Baglan Perekonopy; an e Per i,
dal” iyxsaan Tim  Pemerikgy .. Crdasapy
rl Sa F@mpj t
p'gera memutuskan untuk me

g , Ngabulkgn . %1 deng,
8@ an 1jin Tempat ADULkan ¢, gan
permohon J pat Usahg Persely Mau mene,)

Pasal 6

in Tempat Usaha diberikan

(1 tur sebagal berikut :

untuk Jjangks W
dia

Ijin tempat. Usaha berlaky selamy

masih berjalan, berlaky juga b;iéilha tersehyt

yang menggunakan fasilitag PMDN /PfA. Perusahazn
b

p. Terhadap 1jin Tempat Usaha sebagaimgp, dimakeyg

ayat (1) pada Pasal ini, diwajipkap ..
pendaftaran ulang setiap 5 (1img) taf;liirllaksanakan

a.

2) pemegang 1jin Tempat Usaha diwajibkan untuk menga ju
kan permohonan Ijin baru apabila : J

a. Mengadakan cara lain dalam mengerjakan yang
mengakibatkan perubahan sifat tempat usaha itu;

b. Menjalankan kembali Tempat Usaha yang telah 4
(empat) tahun terhenti;

c. Memperbaiki tempat usaha yang telah rusak;

d. Mengalihkan perusahaan tersebut ke tempat lain.

[ ]

®) Pemegang Ijin Tempat Usaha diwajibkan lapor dan
memperbaharui Ijin Tempat Usaha kepada Bupati Kepala
Daerah apabila memperluas Tempat Usaha baik berupa
Penambahan bangunan baru maupun penambahan mesin-
Mesin baru.

(4)'peljmpahan hak atas Ijin Tempat Usaha kepada. Bzgli
Yarisnya atau orang vang memperoleh hak dan Bada
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' leh denga
’ o ¥t dq,peTO ; n o
Hulum dari padanyss s ang telah dJ.sediaira

- . ‘_rmr)hon;m )

mengisl rormulir Pe dengal ;rfmhaéygtr( )}':){etribuzl‘]
\y Bagian F€ a. ayat (2) dan (-

Oz-tbl:g‘:;%m dimaksud dalé pasal y dan (3,

gebaga Miatie =

| 1:("1’(‘]3 1“11-] ayat (4) Eaga]r-rn}iln] ‘\'/ang

(5) 1‘91111:711((;!;261 dan ditanda tanganl Ol?, pte d]f);], f_Jlkr,-ﬁ
telah 118t T o /Keluraban C37 Ay T ke
li;guéi.fag Tempat Usaha tersebut tidak terdapat pe.

ubahan; o k,
: bis masa berlakunya, g;

:in Tempat Usaha ya,ng'_ha. e : 4.
(6) Iqiréak;n perpanjangan ijin, dengan cara sebagaimap,
mi baca] 3 dan 4 Peraturan Daerah ir;

' gelama tidak terdapat perubahan atsg

1ampiran :
f:?%ﬁangan—ketérangan tersebut Pasal 3 ayat ()

Peraturan Daerah ini.
Pasal 7

sebagaimana

rian Ijin atau Penolak
Sekretaris Wilayah/Da
pemohon.

(1) Kutipan Surat Keputusan Pembe

kan Ijin ditanda tangani .oleh
erah Tingkat -II..dan diterimakan -kepada

(2) Kutipan Surat:Keputusan tersebut pada ayat (1) Pasal
ini dikirim kepada Pemohon dan juga dengan menempel-
kan pengumuman pada Tempat Usaha yang bersangkutan.

(3) Pemegang Ijin berkewa jiban untuk :

a. Memasang foto Copy: kutipan Surat Keputusan ter-

- eebut ayat: (2} Pasal--ini : ditempat usahanya,
dic..tu tempat ‘tempat syang wmudah dilihat oleh
mata umum dan aman.

b. Memasang papan nama ' '
LD perusahaan ditempat
gzggénmudah dilihat oleh umum tertib dan sopail
| mencantumkan rnamor . dan tanggal surat
Keputusan.1jin Tempat Usahanya; %

P N elate pamdan <ketalaven, peraf’
-hal lain yang ditetapkan dala"

Surat Keputi . By
Daerah. putusan Pemberian Ijin oleh Bupati

ase
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B A B !'r

PENOLAKAN, PENAR g, i

E
PENCABUTAN 1, MBAL

Pasal g

ponan 1jin ditolak,

pertO . na dimaksud p Pabila g
(1) bagalman : asal 4 D rYalatkl var
iei’ jak dipenubi. turan pagp,y iif}
) penolakaﬂ permohonan  Ijin dengan Keputusay p
§ Upati

| kepala 'Daerah dengan menyebytkay, alasan-g)aq
B annye, ,

Pasal 9

0 1jin Tempat Usaha ditarik kembalj dengan Keptysan

pupati Kepala . Daerah, apabila ;

a. Perusahaan tersebut pelunm
dalam waktu yang telah ditetapkan, se
tanganan Surat Keputusan Ijin;

dijalankan
Jak penanda

b. Tida.k‘memperbaiki kealpaan yang diminta untuk di
penuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh -
Bupati Kepala Daerah;

c. Sy.iat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keputus
an Ijin tidak dipenuhi;

d. Menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian
yang bertentangan dengan ketertiban maupun yang
tidak dapat diatasi; :

¢ Karena perkembangan Wilayah yang mengharuskan
dipinda-hkannya tempat Usaha ke lokasi yang sesal
dengan Planologi Daerah.
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(2) Dengan  ditariknya kembali Ljin Tempg ¢ gy

1 i g ! ) Sah,
l“wwwﬁnuz1ithﬂarmﬂuﬂhﬂﬂvﬂl “1””"Mﬁ,rmbkn hnr”;M
. i ( ale ‘, 1 : , ' l', lr|
hent ikan usahanya dalam jwl'{l IUg (tiga) " ey
hitung sejak penanda tanganan suraf |
narikan kembali 1jin tersebut .

BAB VI
RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA
Pasai 10
(1) Atas pemberian Ijin Tempat Usaha dan ke

daftar ulangnya dikenakan Retribusi yane Selans
nya disebut Retribusi Ijin Tempat Usahy, -hJut.

teranp

(2) Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan Pergen
an pe.rusahaa.n dan nilai investasi yang qi 1.
dimasing-masing perusahaan yang bersangkutan A

w»

Pasal 11

(1) Penggolongan : -
C perusahaan d
Peraturan Dacrah inr. lmaksud Pasal.10 ayat (9)

= Bl .
ongan I : Perusahaan yang tidak digerakkan

olleh kekuatan—-kekuatan gas atau
: 1(ilektro mc?tor atau tidak mempergm
i tgn_ugp alr, gas atau uap tekanan
5 '1ngg% dan luas ruang pﬁrusahaaﬂ
1tu tidak lebih dari 25 m“.

- Gol T ‘

ohgan IT . Pirusahaan yang tidak digerakkan
E Eh kekuatan-kekuatan uap ail
aezalliatan gas atau elektro motor
a1 da[glag dan uap air tekanan ting-
P Jan lu'c_xs ruang perusahaan

ebih dari 25 m2 gampai de -
ngan 100 m2,
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' T™7T . "‘\ & 1y b
Gomngcm IIT I.(.._l.u.sah:_mn |
) 'r])tl.eh k(ekunt'in ;

cl ‘,‘l.U ( ‘ J

m(-\yrn elektr Mot Ir’“'“'"""“”
s per‘gl_makr Op ats ' Bas
uap  tek AN uap 4, +da
peiﬂugaﬁ dnan i Ngg | y Bds l‘,:m
_ Sahaan iy, 1963 dar, Fuar
Sampai dengy), 00 g 9ar rr;g
L\ ¢ | v m ' ‘ |
 golongan ITIA: Perusahaan Yang tiqq
oleh kekuatap air, d}}x
Skan elektpg T ‘€kuatan
mempergunakan u
UAp  tekanan t

Perusahaan lebip gyp; 500% ;8

_ Golongan IV : Perusahaan yay, digerakkano] e,

kekuatan uap air, kekuatan gne
atau elektro motor atau mempermjis
krfm uap air, gas atay uap tekznei%
tmggl dengan kekuatan tidak lebih
dari 10 daya kuda (IK). |

- Golongan V : Perusahaan yang digerakkan olen
kekuatan uap air, kekuatan gas
atau elektromotor atau memperguna-
~kan uap air, gas atau uap tekanan
tinggi dengan kekuatan lebih dari
10 DK sampai dengan 50 IX.

- Golongan VI : Perusahaan yang digerakkan oleh
kekuatan uap air, kekuatan gas
atau elektro motor, atau memper-

i tau uap
gunakan uap air, gas 2
tekan an tinggi dengan kekuatan

lebih dari 50 DK.
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+ e vl o . ,
. Retribus] ber (.m”d“r el 'x’”g%‘f)‘lnn,
(2)- Resarnyd aimana dimaksud Pasa) 10 B

sebagallm = L o tapke Ay., Mo

;\1:2?3?2}1 nacrah ini ditetapkan sehagy th"yer f r';}

i g
‘I ! Rp . 10 . OOO ’ OO (Sepu ]Uh “

- Golongar piah) ihy ,
colongan 11 ¢ Rp- 20:000,00 (v puyyy
- ribu 1pigh) iy

_ Golongan III : Rp. 50.000,00 (Limg pulup

' I‘Uplab) Pj—bu
Rp. 75.000,00 (Tujuh DUlup ;.
R]bu I’upiah) lma

100.000,00 (Seratus pi
piah)

_ Golongan IIIA:

_ Golongan IV : Rp. bu py _
_ Golongan V : Rp. 125.000,00 (Seratus dua

: u
ribu I‘upiah)p uy

. _ Golongan VI : Rp. 150.000,00 (Seratus lim nil,
. ribu rupiah)

(3) Besarnya Retribusi-' berdasarkan penggolongan per-
usahaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9)
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- Nilai Investasi yang besarnya sampai Rp. 10.000.00;
besarnya 2 % : ' .

- Nil | investasi lebih dari Rp. 10.000.000,00 sar-

. Pai dengan Rp. 50.000.000,00 besarnya 1,5 %

- Nilai investasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 best
nya 1% : '

(4) Penets ' -
vapan  pengolongan _ ghaan se
bagaimana tep g Perusahaan-perus

tersebut ayat (1) p ini ditetapk®
oleh Bupati Kepalg Dagrah .( ) Pasal
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Pagal 1o

ipusi sebagaimang dimaksy q

’ Reuldan. (3) Peraturan py

(zldah dibayar lunas sebely
gl

(JF!,];]m p
: A8
€rah jp; Al 1 ayat

di bayar

LJin dibep; k;ﬁ?
chagal tanda b'ukti'ba.hwa Retrj g
5 ga surat 1Jin dilampiri gy , 120 difypa.

Nda, T i
junasan: Ukt pe-

(?)

. nerimaan Retribusi gj
masil pe - “41Setorkan e ruhmns
o }P(Ias Daerah. . TNy e

BAB VII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIgax

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada
Bagian Perekonomian.

(2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini,
di tugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten dan Bagian Hukum.

(3) Untuk - lakianaan dan pengawasan Peraturan Daerah
ini diberikan biaya operasional yang besarnya di-
tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
“Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo.

Pasal 14

ik Indo-

) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negiraig:ggblgznyidi—
. i ' 1 b

: Nesig yang bertugas menyldlk tll:ldan ap dimaksud dalam

s 3tas tindak pidana sebagd
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(2)

qh ini dapat juga dilaky

.an Daer . o oy aRukan
P(‘-l'n“_il 311111 : pegawﬂl Negeri Slp_]_ 1 di Q!Qh D,
l.t?'\qh Kabupaten Daerah Tingkat I Lngy, i

1 - 1T™r ]ri 9 )
ngkatannya ditetapkan sesuaj Uk R,

r penga n oS
yang PEUBT o o undangan yang berlaky, i,
qturan Pel udang 3
Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pe.jaby

Pegawal Negerl .
pasal ini perwenang :

a.

%

Sipil sebagaimana dimaksyq Exy[:?]m
(1)

¥ aqporan atau pengaduan dgr;
menerima laporan 3ok Didann: ATL Seseq,
tentang adanya tin P 45 g

melakukan tindakan pertama pad;:t saat ity 4
kejadian serta melakukan pemerlksaan; dltﬂ‘mt

menyuruh berhenti seseorang tersangka ggp
buatannya dan memeriksa tanda pengepg g;f‘i
tersangka; i

. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

. memanggil seseorang untuk didengar dan diperikg

sebagai tersangka atau saksi;

. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalm

hubungan dengan pemeriksaan tersangka;

. menghentikan  penyidikannya setelah mendam!

petunjuk dari Penyidik Polisi Negara RI telm
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa te-
sebgt bukan merupakan tindak pidana, dan S
lanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara M
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut i
tersangka atau keluarganya;

'é‘engadal.{an tindakan lain menurut hukum ¥¥¥
apat dlpertanggung Jawabkan.
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BAB v11y

KETENTUAN PIDAN,
Pasal 15

\ggaran tehadap ketentyay,
peld Pasal 7 ayat (3),

1L
‘ Pag ayat (1
! pas? (2) Peraturan Daerah ip; Sal 1p 4 A1),

yal lama-lamg 3 ( diancap =ngaﬁa';a1

a n se —lamanyg (t3 - Uk
runga 1ga)

an kgenda sebanyak—banyaknya Rp. gglggoatau hukum

aﬂluh ribu rupiah). V0,00 (Limg

pu

terhadap pelanggarap
(2)},l ; dapat disertai penarik
ézaha dan atau penutupan dap

an.

tersehyt ayat (1) Pasai
an kemha]; Ijin Tempat
atau Penutupan Perusahg

4 Tindak pidana ayat (1) Pasal inj adalah pelangggran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Smbil menunggu dikeluarkannya Ijin Tempat Usaha dari
Bipati Kepala Daerah,

atas permintaan pemohon dapat
diberikan Ijin Sementa

ra oleh Kepala Bagian Perekonamian
itas nama Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan :

% Telah meme

nuhi ketentuan yang telah ditetapkan di-
dalam

ndang-undang Gangguan/Hinder Ordonantie;

Sesuaj dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

: duk Kota (Masterplan) Kabupaten Daerah
Tingkat IT Sukohar jo;

elah Membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
rlaky dalam jangka waktu sampal dengan dltkaehldfﬂézg:
Eﬁ% Liin tetap, selama-lamanya 1 (satw)

un

: : : o T4iiin Sementara
§ dari tanggal dikeluarkannya 1]
*rsepyy,, LR
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Pasal 17

a yang sudah ada qap he]

< e Tempat Usah ' :
(1) Untuk ]Ciﬂfms;a. yang ditunjuk di dalam

Sg?f“‘(‘msterpmn) Kabupaten Daerah

i oNCa
S wie atau perusahaan. yang kemung]%-r1L b g“k
kohar'Je a, kerugian at - s
nimbulkan bahaya, glan atau gange,. '
menim svarat—s . Buan Py
dapat dicegah dengEEH Sy S YATAt terteny, "am,
dl berikan 1 "j in I empat Usaha berSYaP
jarigka waktu tertentu yang akan ditet

Bupati nepala Daerah.

at-U,uapét
n
aPkap 0{2&
turan Daerah inj
Dengan berlakunya Pera : )V ini, o,
(2) Tempat Usaha yang telah dikeluarkan olep gu iy
Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk’ hgatl
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalap P?S
aturan Daerah ini. o

(3) Tata cara penyesuaian _sebagaimana dimaksud da),
ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Kepuygy,
Bupati Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yaug belum diatur didalam Peraturan Daeraf zlllllclt
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupatl =
Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

: -
[Eéigak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturd? nyi\ahlﬂ}
19812192ézen Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor T Juﬂ;

ntang Retribusi Ijin Tempat Usaha tanggt gt

1982 yang diung ah .
Januari 1983 Nﬁgﬁaﬁ Sdal.am I.embaran1 %aﬁl;atakaﬂ t
berlaky, 1agi, eri B Nomor (
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Pasal 20

paerah ini mulal berlaku paqg tanggay
diun-

e

g aya setiap orang dapat mengetahyip

o Sa%l ngundangan Peraturan Daergp fr?l fmeme._.
rlﬂtahkt Anny2 dalam Lembaran Daerah Kabupa ten Ctl)e gan
penggg {1 Sukoharjo. aerap
i

Sukohar jo, 29 Desember 1990

RAKYAT DAERAH BUPATT KEP
PEINAKHAN . ALA DAFRAH TINGKAT 11
KABUP
sumlARJDAEMI OII _ SUKOHARJO
KETUA
ttd ttd
DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan’ Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 April 1991 No. 188.3/148/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukohar jo
Nomor : 11 Tanggal 8 Mei 1991 Seri B No. 8

SIHHMHSWQAMH/IMH%H
ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518
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